
VIALIKOTA DEPOK, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Romawi N angka 24 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 

dinyatakan da1am hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban 

kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang te1ah selesai pada 

tahun anggaran sebelumnya, maka hams dianggarkan kembali pada 

akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai kode rekening 

berkenaan, ~\ta.ta cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu 

melakukaa ~rubahan atas peraturan kepa1a daerah tentang 

penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016, dan diberitahukan kepada 

Pimpinan DPRD untuk se1anjutnya ditampung dalam peraturan daerah 

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016; 

b, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2), ayat (3} dan ayat (4) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan pergeseran an.tar 
rincian obyek be1anja dalam jenis belanja berkenaaan dilakukan atas 

persetujuan PPKD, pergeseran an.tar obyek belanja dalam jenis belanja 

berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah, dan 

pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan 

dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran 

APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggadmn 

dalam rancangan peraturan daerah tentang pernbahan APBD; 
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c. ba.hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

da1am huruf a dan huruf b, perlu menet.apkan Peraturan 

Walikota Depok tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 

Depok Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kot.a Depok 

Tahun Anggaran 2016; 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2008 tentang Peruba.han Keempat atas Undang 

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 

Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4999); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3686) seba.gaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 

ten.tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 129, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3987); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

Mengingat 
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Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara. 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 
Perbendaharaan Negara (Lemba:ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



4 

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 700); 

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ten.tang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8~ 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5189); 

13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5043); 

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara. 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah tera.khir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 



s 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakbir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 123); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepa]a 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tamba.ban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubaban atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lemba:ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 

Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4588); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan. dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4592); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 
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27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakikan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepa.da Partai Politik sebaga.imana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 195, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 
Nomor 5351); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus 
Guru dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5016); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 20 IO tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah 
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5104); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119y Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 ); 
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33. Peratura.n Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

34. Peratura.n Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Harang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tamba.han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

37. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil; 

38. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peratura.n Presiden Nomor 54 Tahun 20 IO ten tang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae:rah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Da1am 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Mi1ik Daerah; 
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41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 

Penunjang Operasional Pimpinan Dewan PerwakiJan Rakyat 

Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan 

Komunikasi lntensif dan Dana Operasional; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 

tentang Pedoman PengeloJaan Keuangan DAK di Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Pera.tu.ran Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009; 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hiba.h dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pembe.rian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

44~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 

45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 

tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengangga:ran 

Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, 

Penyaluran, Dan La.poran Pertanggungiawaban Penggunaan 

Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744); 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

48. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 57); 
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49. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2007 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwaki1an Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Depok Tahun 2007 Nomor 02); 

50. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kecamatan di Kota Depok (Lem.ha.ran Daerah 
Kota Depok Tahun 2007 Nomor 8); 

51. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota 
Depok Tahun 2008 Nomor O 1); 

52. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lem.ha.ran Daerah 
Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Pera.tu.ran Daerah Kota Depok 
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 
tentang Organisasi Perangkat Daerah [Lembaran Daerah 
Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17); 

53. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelo1aan Keuangan Daerah 
[Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) 
sebagaimana telah diubah dengan Pera.tu.ran Daerah Kota 
Depok Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Depok 
Tahun 2014 Nomor 4); 

54. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 12); 

55. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah 
Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13); 

56. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok 
Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok 
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 14); 
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2. a. Belanja Daerah dalam kelompok Belanja Tidak 
Langsung yang semula Rp.1.042.173.894.893,52 tidak 
mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut : 
1) Belanja Pegawai yang semula sebesar 

Rp.921.495.735.469,00 tidak menga1ami perubahan; 
2) Belanja Hibah yang semula sebesar 

Rp. 53.348.395.000,00 tidak mengalami perubahan; 
3) Belanja Bantuan Sosial yang semula sebesar 

Rp.41.898.544.000,00 tidak mengalami perubahan; 
4) Belanja Bantuan Keuangan yang semula sebesar 

Rp.870.816.804,00 tidak mengalami perubahan; 
5) Belanja Tidak Terduga yang semula sebesar 

Rp.24.560.403.620,52 tidak mengalami perubahan. 

Rp. 795.350.560.845,00 tidak mengalami perubahan; 
b. Dana Perimbangan yang semula 

Rp.951.143.625.000~00 tidak mengalami perubahan; 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang semula 

Rp.517.149.855.132,52 tidak mengalami perubahan. 

semula yang a. Pendapatan Asli Daerah 

1. Pendapatan Daerah yang semula 
Rp.2.263.644.040.977,52 tidak mengalami perubahan, 
dengan rincian sebagai berikut : 

Pasal 1 

ARGGARAII 2016. 
DEPOK TAROII KOTA DAERAII BBLAIIJA 

MEMUTUSKAB : 
PERATIJRAII W'ALIKOTA TEJITAJIG PEROBABAJI ATAS 
PERATORAII W'ALIK.OTA DBPOK ROMOR 41 TAJIUII 2015 
TENTAllG PBJIJABARAII AJIGGARAII PBRDAPATAII DAii 

57. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 
Nomor 11); 

Menetapkan 
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yang semula sebesar Rp. 
bertambah sebesar 

menjadi sebesar 

a. Pembiayaan Penerimaan 
570.400.000.000,00 
Rp. 61.695.669.955,00 
Rp. 632.095.669.955,00; 

b. Pembiayaan Pengeluaran yang semula sebesar 
Rp.22.350.000.000,00 tidak mengalami perubahan. 

4. Sisa. Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 
yang semula sebesar Rp. 0 tidak: mengalami perubahan. 

5. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, dan 4 
dirinci lebih Ianjut da1am Lampiran Pera.tu.ran W alik:ota ini. 

sebesar menjadi 
sebesar 
sebesar Daerah semula 

berkurang 
Jumlah Belanja Belanja 
(Rp.556. 700.000.000,00) 
(Rp.61.695.669 .955,00) 
(Rp.618.395.669.955,00). 

3. Perobiayaan yang seroula sebesar Rp.556.700.000.000,00 
bertambah sebesar Rp. 61.695.669.955,00 menjadi sebesar 
Rp. 618.395.669.955,00; dengan rincian sebagai berikut: 

b. Belanja Daerah dalam keloropok Belanja Langsung yang 
semula sebesar Rp.l.778.170.146.084,00 bertambah 
sebesar Rp.61.695.669.955,00 menjadi sebesar 
Rp.1.839.865.816.039,00 dengan rincian perubahan 
sebagai berikut: 
1) Belanja Pegawai yang semula 

Rp.219. 903.253.292,00 tidak menga1ami perubahan; 
2) Belanja Barang dan Jasa yang semula 

Rp.552.316.147.939t00 bertambah sebesar 
Rp.2.567.009.350,00 menjadi sebesar 
Rp.554.883.157.289,00; 

3} Belanja Modal yang semula Rp.l.005.950.744.853,00 
bertambah sebesar Rp.59.128.660.605,00 menjadi 
Rp. l.065.079.405.458,00. 

c. Jumlah Belanja Daerah pada huruf a dan huruf b 
semula Rp. 2.820.344.040.977,52 bertambah sebesar 
Rp. 61.695.669.955,00 menjadi sebesar 
Rp. 2.882.039. 710.932,52; 

d. Surplus/(Defisit) dari Jumlah Pendapatan dilrurangi 
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HARRY PRIHANTO 
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHON 2015 NOMOR 2 

Diundangkan di Depok 
pada t al 21 Januari 2016 
SE S DAERAH KOTA DEPOK, 

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL 

Ditetapkan di Depok 
pada tanggal 21 Januari 2016 
WALIKOTA DEPOK, 

Pasal 3 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Depok. 

Pasal 2 
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam 
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 
pelaksanaan anggaran pergeseran satuan kerja perangkat daerah 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

.. 


